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INTISARI 

 

Kas merupakan aset pemerintah yang paling lancar (likuid) dan rawan. Kas 

mudah untuk dimanipulasi dan digelapkan. Keadaan ini membuat pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini dibuat untuk memudahkan 

evaluasi sistem dan prosedur terkait pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini 

juga dapat menjadi bentuk pengawasan terhadap kas untuk mengurangi tindak 

manipulasi. Dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu instansi pemerintah diharapkan mampu 

menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran kas dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem 

dan prosedur pengeluaran kas dengan Uang Persediaan (UP) di Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Langkah yang digunakan untuk 

memperoleh data adalah dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas di Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. 
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ABSTRACT 

 

Cash is a government asset that is the most liquid and prone. Cash can be 

manipulated and darkened easily. This situation makes the government released 

The Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 as Guidelines for The 

Implementation of Regional Financial Accounting. This regulation was made to 

facilitate the evaluation of systems and procedures related to regional financial 

accounting. This regulation can also be a control of cash to reduce cash 

manipulation. In this case, National Unity and Politics Office (Kesbangpol) 

Purworejo District as one of government agencies is expected to implement the 

systems and procedures for cash expenditures in accordance with the existing 

regulations. The purpose of this study is to evaluate the systems and procedures for 

cash expenditures with petty cash at National Unity and Politics Office 

(Kesbangpol) Purworejo District. This research used descriptive qualitative 

approach. The steps used to obtain data are through observation, interview, and 

literature studies. The result of this study shows that the evaluation of systems and 

procedures for cash expenditures at National Unity and Politics Office 

(Kesbangpol) Purworejo District is in accordance with the existing regulations 

which The Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006, although there are 

some weaknesses. 
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